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Abstrak

Di dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna air Irigasi yang sedang di jalankan oleh Pemerintah Desa Jatidrojog pada masa saat ini Pemerintah Desa
Jatidrojog melakukan Kegiatan tersebut guna memperbaiki infrastrukur terutama di bidang pertanian yakni
pembangunan Irigasi .Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Ada Smith dengan
empat indikator yaitu kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelasakana , dan faktor lingkungan . hasil dari
penelitian ini dimana kegiatan tersebut didukung penuh oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog
karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian terutama di bidang pertanian, karena kondisi Desa Jatidrojog yang
notaben e masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani jadi program tersebut sangat perlu untuk dijalankan setiap
tahunya . hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik meskipun ada
beberapa kendala di dalam pelaksaanya . harapan Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Jatidrojog terhadap
program ini adalah dapat berjalan tiap tahun dan perlu adanya evaluasi setiap tahunya. Tentu program tersebut akan
berjalan dengan baik apabila timbul suatu sinergi dari kedua belah pihak, saling memberi dan menerima masukan akan
membuat program tersebut akan lebih memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terutama petani di Desa
Jatidrojog,

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan irigasi

Abstract

In this research, it aims to find out the Policy Implementation Program for the Acceleration of Improvement of
Irrigation Water Utilization which is currently being run by the Jatidrojog Village Government. is a descriptive
qualitative method of collecting data through interviews, observation, and documentation studies. This study was
analyzed using Ada Smith's theory with four indicators, namely ideal policies, target groups, implementation
organizations, and environmental factors. The results of this research are that the activity is fully supported by the
Village Government and the Jatidrojog Village community because it can increase economic activity, especially in the
agricultural sector, because of the conditions in Jatidrojog Village, whose people earn a living as farmers, so this
program really needs to be run every year. the results of this study indicate that the program has been running well even
though there are some obstacles in its implementation. the expectations of the Village Government and the Jatidrojog
Village community for this program are that it can run every year and there needs to be an annual evaluation. Of course
the program will run well if there is a synergy from both parties, mutual giving and receiving input will make the
program have a more positive impact on the community, especially farmers in Jatidrojog Village,

Keywords: Village Development Policy, community empowerment, irrigation managem
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PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan wilayah yang ditempati
oleh banyak keluarga dan dipimpin oleh seorang kepala
desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, desa,
desa adat, atau desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,
kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang mendapatkan  pengakuan  dan
penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia. Dengan keluarnya Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dan
pemerintahan desa mendapat harapan baru. Ada
kemungkinan bahwa hak-hak asal usul desa, hak-hak
tradisional, dan otonomi desa yang asli akan diakui, yang
merupakan bentuk harapan baru. Desa memiliki sejarah
panjang untuk mempertahankan statusnya sebagai daerah
yang memiliki status unik dan kepastian hukum dalam
sistem Kketatanegaraan Republik Indonesia (Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pembangunan Desa merupakan ranah dari
pembangunan nasional, dimana jika terdapat desa yang
mampu dalam pembangunan nasional secara mandiri
maka desa tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan
dan peningkatan indeks kemakmuran masyarakat
Indonesia (Abdurokhman, 2014:2)

Desa-desadi Indonesia saat ini sangat berfokus
pada pembangunan infrastruktur. Ini dianggap penting
karena dilakukan untuk meningkatkan keadaan dan
mencegah  kesenjangan antar wilayah, yang
didalamnya termasuk pedesaaan dan perkotaan
Seolah-olah pembangunan infrastruktur perkotaan lebih
cepat daripada pembangunan Desa yang dianggap
terhambat dan kekurangan akan sumber daya.
Mayoritas penduduk desa meninggalkan desa untuk
mencari kehidupan di kota karena hidup di bawah garis
kemiskinan. Dengan mempertimbangkan masalah ini,
dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur
harus disamaratakan sehingga tidak ada
ketimpangan(.Prasojo,2015).

Menghadapi lingkungan ketiga desa (alam, budaya,
dan sosial ekonomi) dengan benar dikenal sebagai
pembangunan desa. Menurut Daljoeni & Suyitno, tahun
2004: 37 Salah satu bagian dari pembangunan wilayah
adalah pembangunan desa. Ini berarti bahwa masyarakat
pedesaan harus diprioritaskan di daerah-daerah tertentu
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Agustin
& Rahaju, 2016). Pembangunan infrastruktur wilayah
pedesaan merupakan prioritas yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
desa dan menurunkan angka  kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendasar,
pembangunan sarana dan juga prasarana, pemberdayaan
masyarakat lokal dan penguatan ekonomi masyarakat
lokal, dan pemanfaatan akan adanya sumber daya alam
baik Sumber daya manusia yang berkelanjutan Undang-
undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang
Desa).

Perkembangan berbagai area di suatu wilayah juga
sering dikaitkan dengan infrastruktur yang baik,
terutama bangunan yang memiliki pengaruh penting
di dalam kehidupan masyarakat seperti jalan,
jembatan, maupun sarana dan prasarana yang lain.
Hanya dengan memperhatikan kondisi ketimpangan
Infrastruktur yang ada, kita dapat dengan mudah
menentukan tingkat kesejahteraan yang berbeda di
suatu wilayah. Selain itu, percepatan dan peningkatan
pembangunan infrastruktur  terutama di wilayah
pedesaan semakin penting Untuk dilakukan, Hal ini
disebabkan oleh manfaat infrastruktur, seperti jalan,
yang dapat mengisolasi sebuah wilayah dari luar dan
diharapkan berdampak pada kesejahteraan ekonomi
masyarakat (Sriharjono, 2019).

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur
desa, pemerintah telah meneluarkan berbagai
peraturan berupa kebijakan. Salah satunya adalah
kebijakan Padat Karya Tunai Desa, yang merupakan
kebjakan pemerintah yang membantu masyarakat
khususnya wilayah pedesaan, terutama mereka yang
tergolong masyarakatkalangan bawah atau yang biasa
disebut miskin dan marjinal, menjadi lebih produktif
dengan memanfaatkan segala potensi yang ditemukan
di desa diantaranya adalah sumber daya baik yang
dapat diperbarui mapun tidak dapat diperbarui,
menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan taraf
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 4
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah
untuk  mengatasi  kesenjangan  pembangunan,
menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, dan
memberikan kekuatan kepada masyarakat desa
sebagai subjek pembangunan. (Pedoman PKTD 2017)

Selain bersumber dari dana Desa, pembangunan
infratruktur desa diharapkan dapat menyelesaikan
masalah yang ada di desa terutama yang berkaitan
dengan ekonomi masyarakat diantaranya kasus
kemiskinan, stunting, dan pengangguran lebih cepat.
Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Padat
Karya Tunai Desa akan meningkatkan produktifitas
masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, kemiskinan,
meningkatkan ekonomi desa, dan memajukan wilayah
desa . . Penganggaran kegiatan padat karya, atau skema
uang untuk kerja, adalah kunci pelaksanaan program
padat karya tunai di desa. Program ini harus dibiayai

2505



Publika. Vol 11 No 4 Tahun 2023, 2504 - 2518

melalui Dana Desa dalam APBDes.
Kementerian PUPR 2020-2024).

Program Padat Karya Tunai Desa dapat
menawarkan lapangan pekerjaan yang disesuaikan
bagi masyarakat desa mempromosikan keseimbangan
ekonomi di wilayah pedesaan dan mengurangi
disparitas. Program padat karya tunai desa yang
dilaksanakan pada  tahun 2018 dirancang oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat diproyeksikan dapat menyerap 263.646 tenaga
kerja, dengan alokasi total 11,24 triliun Rupiah untuk
upah harian mencapai 2,4 triliun.

Program padat karya tunai untuk pembangunan
infrastruktur desa termasuk program percepatan
peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi
dan pemeliharaan (OP) irigasi, pengembangan
infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah (PISEW),
program penyediaan air minum berbasis masyarakat
(Pamsimas), dan program sanitasi  berbasis
masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah bagi
warga Yyang memiliki penghasilan rendah dan
perbaikan serta pemeliharaan jalan secara teratur.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan pada Rapat
kabinet Terbatas tanggal 3 November 2017 bahwa
dana yang di alirkan ke daerah atau ke wilayah
pedesaan  harus  disuporrt dengan  program
kementerian dan lembaga yang berada di desa yang
tujuanya untuk peningkatan ekonomi dan
memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Program padat karya tunai desa harus
memprioritaskan sumber daya yang berasa dari
masyarakat lokal, dengan didukung oleh teknologi
lokal yang ada di desa. Desa harus mengelola
program ini secara swakelola tanpa menggunakan
kontraktor, dan 30 persen dari nilai proyek harus
digunakan untuk membiayai masyarakat terlibat
perkerjaan selama program berlangsung, yang harus
dibayar setiap hari.(Pedoman Padat Karya Tunai Desa
Tahun 2017). Program Padat Karya Tunai Desa tidak
hanya dibiayai oleh dana desa; itu juga dibiayai oleh
kementerian atau lembaga. Dengan memberdayakan
masyarakat di desanya, program ini mengutamakan
penyerapan tenaga kerja sebanyak mungkin. Dengan
sistem pemberian upah langsung secara tunai kepada
pekerja yang dilibatkan setiap hari atau setiap
minggu, Big Cash for Work ini mengadopsi konsep
Cash for Work. Tujuannya adalah  untuk
mempromosikan potensi masyarakat desa dan, tentu
saja, kesejahteraan masyarakat. Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah
salah satu program Padat Karya Tunai yang dapat
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa.
Peraturan pemerintah mengatur beberapa hal dalam

(Renstra

penerapapanya. (Buku Pedoman P3TGAI tahun
2017).

Sesuai dengan Pedoman Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021, Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, juga dikenal
sebagai P3-TGAI, adalah program yang dilaksanakan
secara mandiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air,
Gabungan  Perkumpulan Petani Pemakai Air
Swakelola.

Program ini  berfokus pada rehabilitasi,
pembaruan, peningkatan, atau pembangunan jaringan
irigasi yang melibatkan masyarakat pedesaan
khususnya petani. Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan
melalui pemberdayaan masyarakat petani Yyang
tujuanya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan
membangun jaringan di bidang irigasi secara
bertahap dan sistematis dengan tujuan meningkatkan
kinerja petani dalam pengelolaan jaringan irigasi
terutama di  wilayah  persawahan.  Tahapan
pemberdayaan ini dimulai dari perencanaan yang

dimulai dari sosialisasi, pendampingan dan
pengawasan , evaluasi dan monitoring dan
pengelolaan  jaringan irigasi, dan melibatkan

masyarakat petani dalam peran mereka sebagai
pelaksana  program P3TGAI (Peraturan Umum
KemenPUPR Nomor 4 Tahun 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa P3TGAI telah
menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi
selama pelaksanaannya. Output fisik tahun 2021, yang
mencapai 99,99% dengan 726 bangunan utama, 9.074
bangunan pelengkap, dan 3.794 km saluran, dan indeks
pertanaman (IP) rata-rata meningkat dari 120% menjadi
170,2% melalui P3TGAI (Pedoman P3TGAI tahun
2021).

Pelaksanaan P3TGAI pada tahun 2021 berdampak
langsung pada luasan areal sawah secara nasional,
mencapai 459.517 ha di 11.999 lokasi, dengan rata-
rata 38 ha per lokasi kegiatan. Dengan anggaran
sebesar Rp 5,2 Juta/ha, penilaian keberhasilan P3-
TGAI harus dilakukan secara menyeluruh dan
berkelanjutan. Realisasi Program Padat Karya Tunai
(PKT) 2022 terus dipercepat melalui penilaian
indikator kinerja dalam proses pelaksanaan P3TGAI
menggunakan surat Edaran dan peraturan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Pedoman P3TGAI Tahun 2021).

Sebagaimana diberitakan oleh
www.inewsSurabaya.id Haeruddin C. Maddi, Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas,
mengatakan bahwa P3TGAI adalah kegiatan PKT
yang bertujuan untuk membangun salura tersier
irigasi dengan luasan lahan maksimal 150 hektar.
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Semua petani yang berafiliasi dengan Himpunan
Petani Pemakai Air (HIPPA) harus berpartisipasi
dalam pelaksanaannya.

Tahun ini, P3TGAI akan berlangsung di 930
lokasi atau desa di 254 kecamatan di 22
kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten
Lamongan. Sebagaimana dilaporkan oleh
www.lamongankab.go.id, Lamongan terus menjadi
salah satu pusat produksi padi terbesar di Jawa Timur.
Dengan 154.204 ha lahan panen, Kabupaten
Lamongan mampu menghasilkan 1.196.310 ton gabah
kering giling (GKG) dari Januari hingga Desember
2021, menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Jumlah ini lebih besar dari yang
direncanakan, vyaitu 1.116.957 ton, yang akan
dikonversikan menjadi 741.712 ton beras. Ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan masih
bergantung pada sektor pertanian untuk pertumbuhan
ekonominya, dan karena itu, infrastruktur yang
berkaitan dengan pertanian harus dibangun
sepenuhnya.

Guna meningkatkan permintaan dan ketersediaan
air dan irigasi, terutama di sektor pertanian.
Kabupaten Lamongan terus membangun infrastruktur
yang berkaitan dengan pertanian. Karena mayoritas
penduduk Kabupaten Lamongan adalah petani,
pembangunan ini sangat penting. Tentu saja,
pemenuhan infrastruktur ~ yang  baik  akan
menghasilkan hasil panen yang lebih produktif.
Menurut www.beritajatim.com, produksi padi tahun
2021 meningkat menjadi 1.196.310 ton dan produksi
jagung menjadi 570.200 ton, meningkat dari 568.200
ton tahun sebelumnya. Dari data ini, dapat
disimpulkan bahwa hasil pertanian Kabupaten
Lamongan meningkat secara signifikan.. Hal tersebut
disampaikan oleh  Bupati Lamongan dalam
pengkuhan Komisi Irigasi di pendopo Lokantara pada
Selasa (22/11/2022) dalam keteranganya beliau
menuturkan :

Produksi pertanian, terutama padi dan jagung, tidak
mengalami penurunan dan malah terus meningkat
sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang
dihidupkan kembali. Ini menunjukkan komitmen kita

bersama untuk meningkatkan produksi. (keterangan

Dari Bapak Yuhronur Efendi, 22 November 2022).
Dari  penjelasan dijelaskan bahwa upaya
Kapupaten Lamongan Dalam peningkatan produksi
hasil pertanian maka hal yang utama adalah
memperbaiki segala fasilitas yang menunjang kegiatan
tersebut. Salah satunya adalah pembangunan saluran
irigasi yang berguna untuk mengairi wilayah
persawahan. Dengan adanya pembangunan irigasi

tersebut maka diharapkan dapat menjadikan kegiatan
pertanian berjalan dengan baik dan mendapatkan
hasil yang berlimpah.

Dalam  menjalankan ~ Program  Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
pemerintah menetapkan beberapa indikator yang
berfungsi mengklasifikasikan desa yang benar layak
menerima bantuan. Dalam menetapkan lokasi desa
penerima bantuan program, pemerintah mengadakan
monitoring dan evaluasi di lapangan untuk
mengetahui betul permasalahan pertanian  yang
sedang dihadapi desa tersebut.

Desa Jatidrojog termasuk salah satu desa dari
beberapa desa di Indonesia yang mengikuti Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lIrigasi (P3-
TGAI) yang dimasukkan ke dalam Kebijakan Padat
Karya Tunai Desa (PKTD). Tujuan utama program
adalah membangun tembok penahan tanah untuk
menampung debit air yang akan dialirkan ke area
persawahan. Karena kebanyakan orang di Desa
Jatidrojog bekerja sebagai petani, Program P3TGAI
harus diprioritaskan karena berdampak besar pada
ekonomi masyarakat. (Jatidrojog.desa.id)

Desa Jatidrojog terletak di  Kecamatan
Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Area ini berbatasan dengan Desa Kradenanrejo di
sebelah utara, Desa Warungering di sebelah selatan,
Desa Kandangrejo di sebelah timur, dan Desa
Mojodadi di sebelah barat. Terdapat tiga dusun di
Desa Jatidrojog: Dusun Jati, Dusun Janggol, dan
Dusun Drojog. Orang-orang di desa Jatidrojog
sebagian besar bekerja sebagai petani; beberapa orang
lain bekerja sebagai buruh tani, PNS, atau peternak.
Beberapa masyarakat juga menjalankan bisnis seperti
toko dan jasa keterampilan. Pembangunan Desa
Jatidrojog saat ini dilakukan secara kolektif oleh
pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan
memanfaatkan potensi masyarakat lokal dan
kekayaan alam Desa. Beberapa program sektor yang
masuk ke Desa Jatidrojog dikomunikasikan dengan
pemangku kebijakan yakni pemerintah desa dan
dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa.
(Lamongankab.go.id)

Salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas
dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi
masyarakat melalui sektor pertanian, seperti padi,
adalah dengan membangun saluran irigasi yang
bermanfaat untuk kegiatan pertanian masyarakat
melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna
Air Irigasi (P3-TGAI). Melalui adanya bantuan
program ini, pemerintah desa sebagai penggerak
Masyarakat dapat meningkatkan potensi mereka
karena sektor pertanian memiliki dampak yang sangat

2507



Publika. Vol 11 No 4 Tahun 2023, 2504 - 2518

penting dalam menindas populasi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sebagai desa agraris,
struktur perekonomian Jatidrojog berpusat pada
pertanian. Lokasi geografis desa ini di dataran rendah,
yang membuat tanaman padi menjadi jenis tanaman
yang unggul. Hal tersebut juga dijelaskan langsung
oleh salah satu petani di Desa Jatidrojog Bapak
Samsul, beliau menuturkan :

tiap tahun ya biasanya ditanami padi mas,
berpengaruh, selain padi ya mungkin jagung dan
sayur-sayuran, terus pada saat di musim kemarau
biasanya tembakau, tapi tergantung kondisi air juga,
kalau persediaan masih banyak ya kita tanam, tapi
kalau sudah tidak ada ya di biarkan kosong”
(wawancara dengan Bapak Samsul di Desa Jatidrojog,
22 Februari 2023).

Dari penjelasan dari narasumber di atas dapat
diartikan bahwa potensi pertanian yang ada di
wilayah desa Jatidrojog adalah tanaman padi karena
dinilai mudah beradaptasi di lingkungan sekitar.
Selain menanam padi masyarakat desa Jatidrojog juga
menanam berbagai macam sayur sayuran untuk
memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Diharapkan bahwa program padat karya tunai desa
yang dilaksanakan melalui Program Percepatan Tata
Guna Air lIrigasi (P3TGAI) akan menghasilkan
peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,
untuk membantu masyarakat, pengelolaan Dana Desa
harus dioptimalkan. Terutama terkait pembangunan
Infrastruktur yang ada di Desa Jatidrojog, Kecamatan
Kedungpring, Kabupaten Lamongan, misalnya,
dipengaruhi oleh kebijakan Padat Karya Tunai Desa
(PKTD). Program Percepatan Peningkatan Tata Guna
Air Irigasi (P3-TGAI) adalah bagian dari inisiatif
yang sedang digencarkan. Program ini mencakup
pembersihan sampah, perbaikan saluran drainase, dan
pengerukan tanah di sekitar sungai yang dapat
mengganggu aliran air. Dengan program yang
dilaksanakan, masyarakat Desa Jatidrojog mendukung
kegiatan ini.

Oleh sebab itu keberadaan air sangat dibutuhkan
olen petani Desa Jatidrojog di dalam kegiatan
pertanian mereka, maka dari itu sistem pengairan
dapat di manajemen dengan baik agar dapat
memmberikan manfaat untuk para petani, terkait
dengan data persebaran jaringan irigasi yang ada di
Desa Jatidrojog dikelompokan dalam lingkup
kecamatan, terkait hal tersebut dapat dilihat dari tabel
berikut ini :

Luas Irigasi Seksi Pengairan di kecamatan
Kedungpring menurut Jenis Pengairan di Kabupaten

Lamongan, 2015

Luas Lahan Sawah/Areas (Ha)

1/2

Pengairan . ] Sederhana | Jumlah
L Teknis Teknis
Irrigation ) ) Non Total
Technical Semi )
i Technical
Technical
Wd. Bowo - 670 - 670
wd.
. 4513 - - 4513
Prijetan
Wd. Caling - 509 - 509
wd.
639 - 639
Karangasem
Jumlah /
4513 1818 - 6331
Total
Tahun /
4513 1818 - 6331
Year 2008
Tahun /
4513 1818 - 6331
Year 2007

Sumber : Dinas Pengairan kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan Tahun 2015

Berdasarkan data persebaran jaringan irigasi dari
Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan dari tahun
2015 jumlah luas total irigasi yang ada di kecamatan
kedungpring berjumlah 6331 (ha). Dengan luas
tersebut tentunya menunjang proses kegiatan
pertanian yang ada di pedesaan khususnya di Desa
Jatidrojog. Proses pengairan yang stabil akan
menjadikan kegiatan pertanian di

Desa Jatidrojog menjadi lancar sehingga
perekonomian masyarakat menjadi stabil keberadaan
beberapa waduk sangat penting karena dapat
menampung debit air sehingga dapat dialirkan ke area
persawahan masyarakat. Demi menjaga keberadaan
sumber air maka perlu diperlukan saluran irigasi yang
baik, oleh sebab itu kegiatan P3TGAI perlu
diperlukan.

Selama keiatan P3TGAI untuk wilayah desa
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Desa,
mulai dari tahap perencaan, pengawasan sampai
dengan evaluasi. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan
oleh Bapak Paojan selaku staf Perencanaan
Pembangunan Desa Jatidrojog :
terkait dengan Program P3TGAI ini melibatkan
masyarakat sekitar warga desa Jatidrojog, terkait
jumlah warganya sendiri yang terlibat saat ini
totalnya sekitar 45 an, warga yang mengikuti
program ini diutamakan warga yang keseharianya
bekerja sebagai petani. Dan mereka rata-rata

2508



Implementasi Kebijakan Program Percepatan...

sudah menjadi anggota kelompok tani. Saat ini
program tersebut dirasa sangat berdampak baik
terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
(Wawancara dengan Bapak Edy Hartono, 23
November 2022)

Gambar 1.1 1.1 Kegiatan Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi(P3TGAI) di Desa
Jatidrojog
Sumber : Infografis Desa Jatidrojog

Lahan petanian di Desa Jatidrojog, Kecamatan

Kedungpring, Kabupaten Lamongan area
persawahanya memanfaatkan jaringan irigasi dimana
airnya berasal dari Waduk Gondang yang letaknya
sekitar 10 Kilo meter dari lokasi Desa Jatidrojog.
Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi yang efektif
dan efisien, seperti pengerukan di sekitar sungai,
akan memengaruhi bagaimana air diberikan ke petak
sawah warga. Pada musim kemarau, saluran irigasi
sangat penting karena dapat menampung air untuk
memenuhi  kebutuhan petani.Dalam perumusan
kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata
Guna Air Irigasi (P3-TGAI) terdapat beberapa
tahapan dan proses. Tahapan berikut adalah
persiapan untuk penggunaan Dana Desa untuk
Program P3-TGAI dalam lingkup kebijakan Padat
Karya Tunai Desa. Tahapan ini diperlukan untuk
memantau setiap proses agar program tersebut dapat
berjalan dengan baik.

1. Sosialisasi pemanfaatan Dana Desa
untuk Program Padat Karya Tunai di
Tingkat Kabupaten/Kota:

- Bimbingan dan sosialisasi teknis ini
menjelaskan kebijakan pemanfaatan
Dana Desa untuk padat karya tunai
dan tahapan untuk mempercepat
pelaksanaannya, yang membutuhkan
partisipasi semua elemen masyarakat
dengan memanfaatkan dana desa.

- Dinas PMD Kabupaten/Kota

melakukan sosialisasi dan pendampingan

dengan meminta OPD kabupaten/kota
- Hasil yang diharapkan dari kegiatan

sosialisasi dan pendampingan ini
adalah seluruh peserta sosialisasi akan
menerima upah secara tunai sesuai
dengan kebijakan penggunaan Dana
Desa Tahun 2021.

2. Pembentukan Tim Fasilitasi
Penggunaan Dana Desa untuk Padat
Karya Tunai: Tim Teknis Fasilitasi
Penggunaan Dana Desa untuk Padat
Karya Tunai dibentuk oleh Dinas
PMD Kabupaten/Kota. Tim ini terdiri
dari tenaga pendampingan Desa dari
aparat OPD dan tenaga pendamping
lokal Desa di Kecamatan.Sosialiasi
Tingkat Desa

3. Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi
kabupaten/kota melaksanakan
sosialisasi kebijakan penggunaan dan
pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021
untuk Program Padat Karya Tunai di
tingkat Desa. Hasilnya adalah Desa
segera melakukan musyawarah desa
untuk melakukan penyusunan atau
mengubah RKPDesa dan APBDesa
Tahun 2018 sesuai dengan kebijakan
Program Padat Karya Tunai Desa.

Pemerintah Desa Jatidrojog masih melakukan

pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menentukan
jalan ke depan, peran masyarakat jelas sangat penting.
Tujuan program P3TGAI adalah untuk meningkatkan
layanan irigasidi wilayah persawahan, desa, dan
tersier, sehingga dapat mendukung kedaulatan pangan
nasional. Oleh karena itu, program ini harus
dilaksanakan. Program P3TGAI masih menghadapi
beberapa  hambatan, salah  satunya adalah
pembangunan irigasi yang belum menyelesaikan
masalah yang dihadapi masyarakat Desa Jatidrojog.
Bencana banjir adalah masalah utama yang sering
dihadapi di antaranya. Peneliti telah melakukan
observasi untuk mengamati kondisi lapangan dalam
hal ini. Ini dibuktikan dengan mewawancarai bapak
Suratin, seorang petani di Desa Tlanak, kecamatan
Kedungpring, yang mengatakan:
“Kalau banjir yo ndak pernah mas soale di sini
kondisi tanahnya aman, sistem pengairanya Yyo
lancar paling permasalanya ya Cuma hama tikus.
Selain itu nggak ada.’’(wawancara bersama bapak
Suratin di Desa Tlanak, 23 Februari 2023)

Dari perbandingan tersbut tentunya terdapat
permasalahan yang harus diteliti terkait program
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P3TGAI di Desa Jatidrojog karena dinilai belum
maksimal dalam penyelenggaraanya. sehingga
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI
(P3TGAI) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA JATIDROJOG, KECAMATAN KEDUNGPRING,
KABUPATEN LAMONGAN.

METODE

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang
bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna
yang dimiliki oleh sejumlah individu atau golongan yang
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell,
2009:4). Creswell (2009) juga menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif terdapat berbagai langkah penting,
seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian,
mengumpulkan data khusus dari peserta, dan kemudian
memberikan analisis data secara detail mulai dari titik
terendah hingga titik tertinggi. Lokasi Penelitian ini
berada di Desa Jatidrojog. Desa ini berada di Kecamatan
Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Peneliti memilih
lokasi ini karena ada banyak masalah yang terkait
dengan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air
Irigasi (P3TGAI) dan masalah yang muncul selama
program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di Desa Jatidrojog di Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan. Desa Jatidrojog
terletak pada garis lintang selatan 6° 51’54’ hingga
7°23°6”’ dan garis bujur timur 112°4°4’’ hingga 112°
33’12, Luas wilayahnya kira-kira 188,47 ha, dan dibagi
menjadi wilayah utamanya menjadi sawah tambak 153,95
ha, pemukiman 30.55 ha, dan lahan luar 4.97 ha.
Berikut ini peneliti tampilan gedung Kantor Desa
Jatidrojog Pada sub bab ini kurang lebih akan
menjelaskan  terkait dengan kebijakan  Program
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI)
dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Jatidrojog
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan .

Gambar 2.1 Kantolr Desa jatidrojog

Wilayah administrasi Desa Jatidrojog Kecamatan
Kedungpring dibatasi oleh: Desa Kradenanrejo dan Desa
Gunungrejo di sebelah utara, Desa Kalen dan Desa
Warungering di sebelah selatan, Desa Mojodadi di
sebelah barat, dan Desa Tlanak dan Desa Kandangrejo di
sebelah timur.

Desa Jatidrojog terdiri dari tiga dusun dengan tiga
kepala dusun, tiga rukun warga, dan dua belas rukun
tetangga. Topografi Desa Jatidrojog di Kecamatan
Kedungpring adalah datar dan agak rendah dibandingkan
dengan desa lain.

1. Kebikajan yang ldeal

Pemerintah Desa menyusun  kebijakan sesuai
dengan  kewenanganya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota. Berkaitan
dengan hal tersebut pemerintah desa perlu mengadakan
Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh elemen
masyarakat desa, di dalam proses Musrenbangdes peran
pemerintah desa yaitu mendengarkan semua usulan dari
masyarakat desa. Pemerintah Desa didampingi oleh
Pemerintah daerah Kabupaten/Kotayang secara teknis
dilaksankaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Terkait dengan  kebijakan  Program  Percepatan
Pembangunan Tata Guna air Irigasi (P3TGAI) Kepala
Desa didampingi oleh tenaga pendamping profesiona
(TPP)I, kader pemberdayaan masyarakat desa. Dalam
proses tersebut kepala desa melakukan koordinasi agar
nantinya pembangunan dapat dilaksanakan secara
maksimal. Dalam pembangunan Program Percepatan
Pembangunan Tata Guna air Irigasi (P3TGAI) memiliki
pengaruh penting karena berkaitan dengan kegiatan
perekonomian masyararakat. Dimana hal tersebut
mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Terkait rencana dari
program pembangunan tersebut merupakan prioritas
utama karena proses pembangunan irigasi sangat
mempengaruhi kegiatan masyarakat di bidang pertanian.
Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaanya perlu adanya
suatu kebijakan yang tepat

Berdasarkan  hasil penelitian pada Indikator
Kebijakan yang ideal disimpulkan bahwasanya dalam
proses penyusunan suatu kebijakan yang dapat dikatakan
ideal, maka dalam proses perumusan kebijakan
pemerintah desa selalu melibatkan semua elemen
masyarakat, pada saat proses perumusan kebijakan
masyarakat diperbolehkan untuk memberikan masukan
serta saran kepada pemerintah desa. Selain itu kegiatan
musyawarah ini juga membahas terkait dengan
transparansi anggaran yang dilakukan agar masyarakat
mengetahui secara langsung terkait dengan pengeluaran
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yang dilakukan selama program berlangsung, terkait
dengan kelompok sasaran program tersebut dirasa cocok
dengan kondisi masyarakat desa Jatidrjog karena rata rata
mereka bermatapencaharian sebagai petani dan
masyarakat berharap di dalam program ini ada setiap
tahunya agar dapat membantu proses pengairan.

2, Kelompok sasaran

Kelompok sasaran, menurut Wahab(2008:50), adalah
"individu, masyarakat, atau organisasi yang akan
dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau program yang
bertujuan memberi dampak" Kelompok sasaran tidak
selalu merupakan penerima manfaat.

Mereka yang akan mejadi penerima manfaat hasil
dari implementasi program adalah kelompok sasaran.
Oleh karena itu, implementasi program idealnya dapat
membangun partisipasi aktif dari kelompok sasaran dan
mencukupi kebutuhan mereka. Dengan kata lain,
implementasi ~ program  dikatakan berhasil
apabilakelompok sasaran menerima dan berpartisipasi
aktif di dalam pelaksanaanya, dan ada kesesuaian antara
hasil (output) program dan kebutuhan kelompok
sasaran. Korten menyatakan hal ini (dalam Wahab,
2008;52).

Dari keseluruhan pada indikator kelompok sasaran
maka disimpulkan bahwa masyarakat yang dilibatkan
dalam program P3TGAI ini adalah masyarakat yang
ekonominya menangah ke bawah, terkait hal ini
Pemerintah Desa jatidrojog lebih mengutamakan buruh
tani daripada petani. Masyarakat yang terlibat dalam
program P3TGAI sangat antusias dengan program
tersebut karena mendapatkan upah dari apa yang mereka
kerjakan yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan
sehari-hari. pemerintah Desa Jatirojog berpendapat
bahwa program P3TGAI sudah tepat sasaran karena
melihat kondisi demografis Desa Jatidrojog.

3, Organisasi Pelaksana

Kinerja pelaksanaan kebijakan oleh organisasi
pelaksana, yang terdiri dari organisasi formal maupun
informal, dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian
organisasi pelaksana. Ini terkait dengan konteks
kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk
melaksanakan kebiajkan, beberapa kebijakan harus
dipatuhi dengan ketat. Dalam situasi lain, agen
palaksana yang demokratis dan persuasif diperlukan.
Cangkupan atau  kedalaman  kebijakan  juga
memengaruhi penentuan agen pelaksana kebijakan. .

Di dalam setiap program selalu melibatkan organisasi
pelaksana, karena bertugas untuk mengatur jalanya suatu
program agar dapat berjalan denngan baik. Di dalam
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program P3TGAI desa Jatidrojog membentuk tim yang
bertugas untuk memantau jalanya program di lapangan

Dari penjelasan indikator organisasi pelaksana
dapat dijelaskan bahwa program P3TGAI yang
diselenggarakan di desa Jatidrojog sudah dibentuk tim
yang sebelumnya sudah dirembuk di forum
musrenbangdes, tim tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab kepala desa selaku pemangku
kebijakan yang ada di desa, selain itu personel di dalam
tim tersebut juga diambilkan dari masyarakat desa yang
berkecimpung di dunia pertanian, kemudian terkait
dengan adanya program tersebut pemerintah desa
senang sekaligus menjadi tantangan agar bisa
mensukseskan ~ program  itu  nantinya. Karena
sebagaiman program tersbut sangat berpengaruh
dengan kegiatan masyarakat khususnya di bidang
pertanian. Terkait dengan permaslaahan masyarakat
menganggap bahwa program tersebut kurang mencakup
wilayah yang ada di Desa Jatidrojog karena masih ada
sebagian area sungai yang belum tersentuh
pembangunan. Selain tiu permasalah juga terjadi pada
kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait
dengan kebersihan sungai serta banyak masyarakat desa
lain yang membuang sampah di area tersbut akibatnya
pada saat musim penghujan bendungan tidak bisa
menahan debit air sehingga air tumpah ke area
persawahan dan mengakibakan banjir.

4, Faktor Lingkungan
Faktor Lingkungan merupakan suatu hal yang s
penting dan tidak bisa diabaikan oleh setiap
pelaksana kebijakan, di dalam pelaksanaan program
P3TGAI di desa Jatidrojog pemerintah desa selaku
pemangku kebijakan memperhatikan betul kondisi
lingkungan eksternal maupun internal di dalam
penyelenggaraanya, selan itu faktor nilai, dan
budaya masyarakat menjadi alasan dasar ketika
suatu lingkungan kebijakan mempengaruhi suatu
keputusan. Keputusan yang sudah dibuat harus
diperhatikan lingkungan eksternal dan internal
sehingga kebijakan ini mampu diterima oleh

masyarakat banyak.

Di dalam program P3TGAI pemerintah desa
Jatidrojog berusaha membangun suatu lingkungan
organisasi yang nyaman agar pada saat pelaksanaan
dapat mencapai tujuan yang diharapkan selain itu
juga dapat meningkatkan produktifitas kerja di
dalam suatu organisasi, namun tidak hanya
lingkungan  organisasi  secara internal,secara
eksternalpun wajib tentunya diperhatikan karena
dapat menciptakan sinergi yang luar biasa apabila
hal tersebut dapat dikombinasikan sehingga dapat
berjalan dengan baik.
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Berdasarkan Indikator ~ Faktor  Lingkungan
P3TGAI pemerintah desa Jatidrojog membangun
Lingkungan internal yang nyaman agar dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan. Di dalam
pelaksanaan P3TGAI pemerintah desa Jatidrojog
juga memperhatikan lingkungan eksternal yakni
terlebih hubungan terhadap masyarakat , hal
tersebut penting dilakukan karena akan saling
memberi timbal balik akan keberlangsungan
prorgam. Terkait dengan kompetensi masyarakat
desa paham betul akan tugas masing-masing karena
sudah menjadi pekerjaan mereka selama bertahun
tahun. Akan tetapi terdapat suatu permasalahan
yakni masih ditemukan sampah yang menumpuk di
area bantaran sungai hal tersebut yang masih
dikeluhkan masyarakat Desa Jatirojog sampai saat
ini.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijaka Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3TGAI) di
Desa  Jatidrojog Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan sangat penting dilakukan
mengingat kondisi masyarakat Desa Jatidrojog yang
rata-rata berkerja sebagai petani. terkait program
P3TGAI dilakukan setiap tahun akan mengingat
pentingnya kebersihan irigasi yang ada di wilayah
pertanian, setiap waktu pelaksanaan  pihak
pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat dalam
Musrenbangdes dimana forum tersebut merupakan
sarana untuk menampug aspirasi masyarakat, di
dalam pelaksanan program P3TGAI Desa Jatidrojog
saat ini sebenarnya sudah mendapat dukungan dari
petani, hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme
masyarakat terhadap pelaksanaan,

Pada saat pelasksanaan Program P3TGAI
pemerintah desa jatidrojog membetuk TPM tim
pemandu masyarakat terkait dengan monitoring dan
evaluasi program, dimana tim tersebut terdiri atas
perangkat desa dan masyarakat desa Yyang
sebelumnya sudah dipilih. Selain itu dalam proses
pelaksanaan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan
Dinas Bina Marga , masyarakat desa Jati Drojog
Berharap akan pemantauan yang dilakukan pihak
Kecamatan serta Dinas Bina Marga terkait dengan
pelaksanaan Program P3TGAI agar pihak dinas
terkait dapat mengetahui betul permasalahan yang
dialami masyrarakat desa, selain itu kegiatan
semacam pemantauan sangat penting karena dirasa
dapat membantu menampung aspirasi masyarakat
agar nantinya dapat menciptakan sinergi yang luar
biasa dalam proses pelaksanaan. Jika komunikasi
antar petinggi dan masyarakat baik maka dapat
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dijelaskan bahwa di dalam pelaksanaan Program
dipastikan program tersebut akan berjalan dengan
baik.terkait dengan pelaksanaan program P3TGAI
yang sedang dilaksanakan di Desa Jatidrojog
Masyarakat Desa sangat mendukung karena melihat
kondisi demografis program tersebut dirasa cocok
apabila di terapkan.

namun masih terdapat kendala yakni masih

banyak menumpuk vyang diakibatkan oleh
rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan
menjaga lingkungan sekitar , selain itu masih
banyak truk dari luar yang membuang sampah ke
area persawahan warga, dari kejadian tersebut
menimbulkan efek yang sangat besar dan jangka
panjang yakni pada saat musim penghujan tiba debit
air naik sehingga masuk ke area persawahan dan
rumah rumah warga, selain itu masih ada
permasalahan lain yakni kurang meratanya
pembangunan P3TGAI yang ada di area persawahan
warga, untuk saat ini pembangunan dirasa masih
setengah dan kurang mencakup area persawahan
warga. oleh karena itu masih banyak warga yang
mengeluhkan keadaan tersebut dan mereka berharap
Pemerintah Desa agar segera menyelesaikan
pembangunan agar proses pengairan dapat berjalan
dengan baik.

Harapan masyarakat Desa Jatidrojog terkait
dengan pelaksanaan program P3TGAI diadakan
setiap tahun karena merasa sangat terbantu
dengan adanya program. Karena jika perairan
mereka lancar maka kegiatan pertanian mereka
juga nantinya akan berjalan lancar sehingga
ketahanan pangan meningkat, hal tersebut
tentunya disikapi dengan baik oleh Pemerintah
Desa Jatidrojog selaku pemangku kebijakan,
tentunya hal tersebut menjadi suatu tantangan
bagi Pemerintah Desa Jatidrojog apakah sudah
dapat menjalankan sesuai dengan pedoman
yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu
pemerintah desa dan masyarakat dapat bahu
membahu dan saling bersinergi agar program
tersebut bisa dikatakan berhasil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
ddilaksanakan oleh peneliti melalui metode
wawancara, observasi, dan juga Dokumentasi
terkait dengan Implementasi Kebijakan Program
Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di
Desa Jatidrojog  beberapa saran  yang
dikemukakan untuk menyikapi kendala dalam
pelaksanaan program antara lain
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Bagi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa segera melanjutkan
proses pembangunan di area perswahan
yang dirasa belum memadai, sehingga
dalam pelaksanaan program
pembangunan  merata dapat
digunakan oleh masyarakat.

Membangun tempat pembuangan akhir
agar nantinya masyararakat desa tidak
membuang sampah di area persawahan.
Melakukan sosialisasi terhadap
masyarakat desa terkait akan kebersihan
lingkungan serta memberikan sanksi yang
tegas kepada masyarakat yang dengan
sengaja membuang sampah di area
persawahan.

Pemerintah Desa Jatidrojog memberikan
pemahaman kepada masyarakat akan
pentingnya pemeliharaan irigasi

Kepada pihak pemerintah desa Jatidrojog
selaku pemangku kebijakan sebaiknya
melakukan monitoring secara berkala
mengingat program P3TGAI adalah
berkesinambungan yang artinya sarana
dan prasarana irigasi harus terjamin tanpa
mengandalkan anggaran dari pemerintah
pusat maupun daerah.

Bagi Universitas Negeri Surabaya
Sebagai sarana untuk membangun
kerjasama dengan pemerintah desa dalam
rangka penerapan suatu kebijakan sebagai
bahan masukan agar nantinya berhasil
jika kebijakan tersebut diterapkan.
Sebagai bahan referensi  sekaligus
menambah  koleksi  perbendaharaan
terkait dengan skripsi yang berhubungan
dengan implementasi kebijakan P3TGAI

Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan
melakukan kajian yang sama terkait
dengan program P3TGAI lebih banyak
memperbanyak studi literatur yang
berkaitan dengan fokus kajian yang
diteliti.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan
agar meningkatkan lagi ketelitian baik
dari segi kelengkapan data yang diperoleh
dari lapangan

Bagi peneliti selanjutnya disarankan
untuk lebih mengembangkan penelitian
dengan melakukan observasi secara
menyeluruh agar dapat mencakup dan

dan

mengetahui permasalahan yang terjadi di
lapangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya terkait dengan
penelitian sejenis , disarankan untuk
mengkaji aspek teknis terkait dengan
pengelolaan irigasi.
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